
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

l . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang 
Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 
(3) huruf b Peraturan Daerab Kabupaten Jepara 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak r<euangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Anggota DPRD 
dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa 
tunjangan transportasi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tent.ang Tunjangan Transportaai 
Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten .Jepara; 

BUPATI JEPARA, 

DEN GAN RAHMAT TURAN Y ANO MAHA ESA 

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

TENTANG 

NOMOR 44 TAHUN 2017 

PERATURAN BUPATl JEPARA 

PROVTNSI JA WA TENG AH 

BUPATIJEPARA 

Mengingat 

Menimbang 



-l. Undang-Undang ~omor 15 Tahun 2004 tentang 
Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Negara [Lernbaran ~egara Republik lndonesia Tabun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik fndonesia 
Nomor 4438), 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 201J tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Namer 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52341; 

7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaunana telah beberapa kah 
diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nornor 23 Tahun 201.:J tenrang Pemerintah 
Daerah (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbarao Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Nomor 4578); 

9 Peratu ran Pernerintah Nomor 18 Tahun 20 L 7 ten tang 
Hak t<euangan dan Adminisrracif Pimpinan clan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057): 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambabao Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana 
telah diubab dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Alas Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokak Pengelolaao 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 



Dalam Peraturan Bupati 1111, yang dimaksud dengan : 

1 Bupati adalah Bupati Jepara. 

2. Pemerintab Daerah adalah Bupari sebagal unsur penyelenggara 
Perneriruahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerab otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara. 

4. Anggora DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten .Jepara. 

5 Tunjangan Transportasi adaJah tunjangan yang ctiberikan kepada 
anggota. DPRD setiap bulan dalam rangka mobilitas pelaksanaan 
tugas-tugas penyerapan aspirasi dan pelaksanaan urusan 
Pernerintahan Daerah 

Pasal 1 

BAB r 
KEI'ENTUAN UMUM 

TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN 
RAKYAT DAERAH. 

TUNJANGAN TEN TANG BUPATJ PERA TU RAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Jepara Tahun 2013 Nomor I I, Tarnbahan Lembaran 
Daerah KabupatenJepara Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 
Tahun 2012 ten tang Pembenruka.o Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten -Jepara Tahun 2012 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten .Jepara Nomor 8 Tahurr 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrafil 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
[Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 20 I 7 
tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Hak 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara [Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tabun 2017 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara 
Nomor); 



!' .. 1! 

Pemberian nmja.ogan transportasr kepada anggota DPRD, terhitung rnulai 
canggal l Agustus 2017. 

Pasa.16 

(1 I Tunjangan rransportasi berdasarkan standar satuan harga sewa 
kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayal (2) 
ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,- lsembilan juta rupiah) per 
bu Ian 

(2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l J tidak 
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional. 

Pasal 5 

Pimpinan DPRD yang mendapatkan kendaraan dinas dari Pemerlncah 
Daerah, tidak diberikan tunjangan transportasr. 

Pasa14 

(I) Tunjangan transpon:asi cliberikan kepada anggota DPRD dalam 
bentuk uangyang dibayarkan setiap bu Ian. 

(2) Besaran tuajangan transportasi sebagai.mana dimaksud pada ayat 
(IJ ditencukan berdasarkan stander harga sewa kendaraan yang 
berlaku wilayah di Kabupaten Jepara. 

[31 Standar harga sewa sebagairnana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
dengan standar kendaraan dinas jabatan anggota DPRD. 

Pasal 3 

BAB ru 
BENTUK DAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pemberian tunjangan tranportasi memperhatikan: 
a. asas kepatutan, 
b. asas kewajaran: 
c. asas rasionalitas; dan 
d. standar harga sewa setempal. 

Pasal 2 

BAB rr 
ASAS 



I· • ::;11'1,1 HUKUr., 

SERITA DAERAH KABUPATEN JEPARATAHUN 2017 NOMOR .... ~.? 

SEKRETARIS DAERAH KABVPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal l 7 Nope.mber 20!7 

AHMAD MARZUQI 

Diterapkan d1 Jcpara 
pada tanggal l 7 Nopember 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Pemturan ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Jepara 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Pasal 7 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 


